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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan,  maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil adalah sah secara hukum perdata sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Jika semua syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata). 
2. Pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan/atau peralihan risiko. Pihak yang dirugikan berhak memilih salah satu atau kombinasi dari upaya hukum tersebut, yang dimulai dengan somasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan atau diselesaikan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi. 
3. Penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat dilakukan melalui jalur  non-litigasi (seperti mediasi atau negosiasi) dan litigasi (melalui pengadilan). Jika mediasi gagal, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan (gugatan wanprestasi). Penting dicatat bahwa sengketa utang piutang murni merupakan ranah hukum perdata dan tidak bisa dipidana penjara kecuali terdapat unsur penipuan/penggelapan yang bisa dibuktikan. 
B. Saran
Berdasarkan hal-hal yang penulis temukan dalam penelitian mengenai memberikan saran sebagai berikut:
1. Agar para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian harus memperhatikan dan mencermati ketentuan hak dan kewajiban sehingga para pihak tidak akan mengabaikan kewajibannya yang dapat berakibat adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhi kewajibannya.

2. Supaya dipertegas peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai wanprestasi, sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus  wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil.
3. Agar penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah merupakan suatu pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa, dan disebabkan adanya suatu pilihan hukum maka kepada pihak yang bersengketa tersebut hendaknya dapat menghormati putusan musyawarah yang telah ditetapkan
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